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BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025-2029

BUPATI INTAN JAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2),
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029,
maka perlu menyusun rencana strategis perangkat daerah
(Renstra-PD) Tahun 2025-2029;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, BAPPERIDA
menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
(RENSTRA PD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114},
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun
2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor
4);
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan
Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1);
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025
Nomor J5);

35. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan
Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) KABUPATEN INTAN
JAYA TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L
2.

ol

Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran
pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
vang menjadi Kewenangan Daerah Otomi Kabupaten Intan Jaya.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati adalah Bupati Intan Jaya.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagai unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Distrik dan Lembaga
Teknis Daerah.
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Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pengendalian dan evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan
supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan
tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif,

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
pembangunan jangka menengah daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran
RPJMD.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk
peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kinerja adalah capaian keluaran /hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber
daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun sebagai perwujudan komitmen daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Intan
Jaya Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan
menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2025 sampai dengan tahun 2029.
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan perdanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya
disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan tahun
2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD
adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut yang
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber
daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum
didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan tidak kaku.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Renstra Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen
perencanaan jangka menengah  perangkat daerah 2025-2029
perencanaan daerah.

Tujuannya adalah penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun
sesuai periode RPJMD yang memuat uraian rencana program,
kegiatan dan pagu indikatif kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau
urusan pada perangkat daerah untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan.

Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan
tahunan (RENJA PD).
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BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-
2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai
penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi serta bersifat indikatif, yang disusun
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029
dengan memperhatikan Penyelarasan RPJPD Kabupaten Intan Jaya
Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah Non
Kementerian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2025-2029, Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja
RPJMD Tahun 2025-2029, Isu-Isu Strategis Yang Berkembang, Kebijakan
Nasional dan regulasi yang berlaku.
Renstra Pemerintah Daerah 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :

Renstra Pendidikan;

Renstra Kesehatan;

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Renstra Dinas Sosial;

Renstra Tenaga Kerja dan Perindustrian,;

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan;

Renstra Dinas Lingkungan Hidup;

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,;

Renstra Dinas Perhubungan;

Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan;

Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan;
. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Renstra Sekretariat Daerah;
Renstra Sekretariat DPRD;
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
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aa. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
cc. Renstra Inspektorat;

dd. Renstra Distrik Sugapa;

ee. Renstra Distrik Homeyo;

ff. Renstra Distrik Wandai;

gg. Renstra Distrik Mbiandoga;

hh.Renstra Distrik Agisiga;

ii. Renstra Distrik Hitadipa;

Ji- Renstra Distrik Ugimba;

kk. Renstra Distrik Tomosiga;

1l. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB 1V
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 4
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

a. BABI : PENDAHULUAN
b. BABII : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
c. BABIII : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
d. BABIV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
e. BAB V : PENUTUP
Pasal 5

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra-PD untuk mewujudkan:
a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD;
b. Sinkronisasi antara Renstra-PD dengan RPJMD;
c. Kesesuaian antara capaian Renstra-PD dengan target indikator kinerja
yang telah ditetapkan.
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Kepala Perangkat Daerah Melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Intan Jaya melalui Kepala
BAPPERIDA.

Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagimana dimaksud
pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala
BAPPERIDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Bupati melalui Kepala BAPPERIDA.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Renstra-PD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi faktual
yang ada di tahun berjalan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan
yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan
tahun berjalan;

c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilakukan tanpa melalui

tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi

kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

Setiap Pejabat yang memimpin Pemerintah Daerah tidak diperkenankan
membebankan sesuatu hal tertentu kepada masyarakat, berkenan
dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya, berkewajiban melaksanakan
dan mengamankan Renstra-PD Tahun 2025-2029 ini secara terpadu dan
menyeluruh.

Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya, agar selalu mengendepankan
profesinalitas dalam mengelola setiap persoalan-persoalan sosial yang
mengemuka dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan muatan Renstra-PD Tahun 2025-2029 ini, selalu
mengutamakan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dengan Renstra-PD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan
Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,
TTD
ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 NOMOR 6
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